
91 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan berikut ini : 

1. Pendapatan Asli Daearah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana hasil uji tmenunjukkan nilai 

0,000 < 0,05 dan nilai thitung 1.880 < dari t tabel 1.992.  keputusan yang diambil 

adalah menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (H0). 

Artinya secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Dearah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Dimana hasil uji t menunjukkan nilai 0,062 > dari 0,05 dan 

nilai thitung sebesar 2.306 > t tabel 1.992. Keputusan  yang diambil adalah 

menolak hipotesis alternatif (Ha) dan menerima hipotesis nol (H0). Artinya 

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana nilai signifikan 

0,000 < dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 1.788 > Ftabel 3.10. Keputusan yang 
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diambil yaitu menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol 

(H0) 

4. Hasil koefisien determinasi (R
2
) 0.018. Nilai ini menerangkan bahwa 1,8% 

variabel Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah 

(X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), sedangkan sisanya 98,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang terdapat diluar model ini.  

6.2 Saran 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan hal – hal berikut : 

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah  

diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar 

berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di 

daerah.  

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan 

memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu 

dari pelayanan publik di daerah.  

3.  Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki 

daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah 

dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat 

menunjang kehidupan masyarakat di daerah.  
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4.  Kepada peneliti selanjutnya diharapakan dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengangkat objek 

penelitian pada produk ekonomi lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas. 
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